BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kapitalisme neoliberal merupakan sistem ekonomi global yang telah
menguasai dunia. Kehadiran kapitalisme neoliberal di tengah kehidupan telah
mengikis nilai dan tatanan kehidupan yang sudah melekat pada manusia.
Pelanggaran terhadap nilai-nilai kehidupan seperti perampasan hak milik para
petani, pengahancuran lahan dan tempat penghidupan banyak orang seperti tanah-
tanah ulayat yang dijadikan lokasi pertambangan atau industri tertentu, telah
merusak lingkungan alam tanpa adanya upaya pertanggungjawaban yang memadai.
Kebijakan-kebijakan mengenai  kapitalisme neoliberal ~mengatasnamakan
pembangunan serta pertumbuhan perekonomian dunia. Namun demikian, dalam
praktiknya kapitalisme terus menemukan cara untuk melakukan eksploitasi.
Kapitalisme global tersebut terus mencari rakyat jelata sebagai obyek eksploitasi.

Pancasila yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia sebagai Ideologi
Negara sepatutnya menjadi dasar dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. ldeologi Pancasila tidak hanya mengadung nilai-nilai
filosofis, tetapi juga memiliki ide-ide operasional dalam pengaturan sistem
ekonomi, sistem sosial politik, sistem pemerintahan, maupun hukum. Pancasila
memiliki konsep yang berbeda dari ideologi lain. Pancasila merupakan ideologi
yang mulia. Sebagaimana tujuan Negara Republik Indonesia, yang dirumuskan
dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa
pemerintah Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia. Selain itu dalam rangka memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia.

Hal inilah yang menjadi sebuah pegangan bagi para pemerintah, yang

berkuasa dalam menjalankan kekuasaan dan amanat rakyat, yang harus selalu
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terikat dengan nilai nilai filosofis Pancasila, sehingga dalam membuat kebijakan
pemerintahan, senantiasa berdasarkan nilai-nilai Ideologi Pancasila yang
berorientasi terhadap kesejahteraan rakyat. Pada setiap periode kepemerintahan,
keberhasilan ekonomi dalam negeri akan diukur berdasarkan sejauh mana
legitimasi kekuasaan pemerintah meningkatkan kemakmuran rakyat. Sehingga
dalam hal ini, rakyat menjadi parameter keberhasilan pemimpin dalam
kekuasaannya dalam memimpin tata kepemerintahan dan negara. Penguasa yang
rakus akan membuat kekuasaannya berakhir dengan kegagalan.

Proses dan nilai-nilai filosofis Pancasila tidak akan memiliki makna apapun.
Pancasila merupakan ideologi negara yakni sebagai fungsi operasional yang
mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam menjalankan
sebuah pemerintahan yang khas dan berbeda dengan konsep ideologi lain.
Mengenai hal ini, ketika pemerintah menerapkan sistem ekonomi kapitalisme
neoliberal dengan melegalkan penguasaan dan pengelolaan kekayaan alam milik
rakyat oleh korporasi asing, pemerintah yang berperan dalam merumuskan
kebijakan pemerintahan justru bertentangan dengan asas Pancasila, yakni kelima

sila Pancasila.

Menjadikan negara sebagai instrumen untuk kepentingan kapitalisme
(bisnis) dan kepentingan pribadi, ataupun kelompok sosial tertentu, sangat
bertentangan dengan Pancasila dan pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Kebijakan ekonomi yang berdasarkan Kapitalisme Neoliberal
merupakan kebijakan anti-Pancasila, yang dapat menghilangkan makna keadilan
sosial. Sila Keadilan Sosial hanya tinggal slogan yang kehilangan maknanya, justru
oleh pemerintah sendiri. Ideologi negara-negara Kapitalis selalu menjadikan
negara-negara berkembang sebagai obyek eksploitasi ekonomi. Sehingga negara-
negara berkembang, seperti Indonesia, akan selalu dikategorikan menjadi negara
yang kehidupan ekonominya masih bergantung pada negara kapitalis, atau negara

maju.

Keadilan sosial adalah suatu konsep sekaligus cita-cita yang bangsa
Indonesia yang harus diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Keadilan sosial sebagai salah satu nilai yang menjiwai Pancasila menjadi suatu hal
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yang sangat penting untuk diusahakan dan diperjuangkan mengingat keadilan
sosial bagi seluruh lapisan masyarakat adalah tujuan negara. Selain itu, keadilan
sosial menjadi penting untuk diwujudkan secara nyata dan lebih sempurna, karena
keadilan sosial dapat menggeliatkan semangat kesatuan dan mendukung
terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Namun demikian, Pancasila
hanya akan tetap tinggal sebagai ideologi dan cita-cita utopis jika tidak didukung

oleh seluruh elemen bangsa Indonesia.

Masalah ketidakadilan sosial baru akan teratasi ketika seluruh elemen
bangsa mampu mengimplementasikan nilai-nilai persatuan dan keadilan dalam
kehidupan sehari-hari. Masalah ketidakadilan sosial ini terutama dapat diatasi
dengan pembuatan kebijakan yang afirmatif oleh pemerintah dan pelaksanaan yang
konkret dengan hukum yang tegas. Selain itu, kebiasaan bergantung pada para elit
kapitalisme mesti ditinggalkan. Hal demikian dapat menopang upaya
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang menghargai nilai-nilai keadilan
sosial dan kemanusiaan sehingga persatuan dan kesatuan nasional bukan sekadar
menjadi ideologi kebangsaan semata, tetapi juga menjadi nyata dalam keseharian

hidup anak bangsa.
5.2 Kritik dan Saran
5.2.1 Tolak Sistem Ekonomi Kapitalisme Neoliberal

Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berbeda dengan
sitem ekonomi kapitalis atau pun sistem ekonomi komunis. Sistem ekonomi
Pancasila adalah ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem
ekonomi yang merupakan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotong-
royongan. Sistem ekonomi Pancasila juga dapat didefinisikan sebagai kesatuan
ukuran, atau norma-norma yang mengatur pola berpikir dan pola bertindak dari
pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi Pancasila. Apabila ditela’ah secara
benar sila-sila Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD Negara
RI 1945, maka alasan pembentukan negara RI selain merdeka dari penjajahan
bangsa-bangsa asing adalah untuk melindungi segenap bangsa, memajukan
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia serta yang amat penting adalah

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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Sistem ekonomi sebagai satu subsistem dari sistem nasional harus mampu
mewadahi program-program kegiatan dan kebijaksanaan ekonomi yang mengarah
kepada perwujudan keadilan sosial tersebut. Keadilan sosial adalah suatu keadaan
suasana kehidupan masyarakat yang setiap warganya merasa aman dan tenteram,
lahir dan batin. Karena itu, prinsip-prinsip keadilan yang dianggap berlaku dan
disetujui masyarakat mesti diakui dan dilaksanakan secara tertib oleh seluruh

anggota masyarakat.

Moralitas ekonomi Pancasila mencakup ajaran-ajaran Ketuhanan,
Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Ciri lain ekonomi
Pancasila adalah semangat solidaritas sosial untuk mencapai masyarakat yang
berkeadilan sosial, yang merupakan sila kelima dari Pancasila. Masyarakat
Pancasila yang berkeadilan sosial adalah masyarakat yang bersifat sosialistik yang
selalu memperhatikan masyarakat yang tertinggal. Dalam masyarakat Pancasila,
kaum yang “tertinggal” mendapat perhatian besar. Hal ini seperti yang disebutkan
pada pasal 34 UUD Negara Rl Tahun 1945, bahwa fakir miskin dan anak-anak
terlantar dipelihara oleh Negara. Bahkan hal ini tercantum dalam Pasal 33, yang
selalu dianggap sebagai pedoman dasar pengelolaan perekonomian Indonesia,
termasuk usaha mewujudkan keadilan sosial sebagai cita-cita bersama seluruh

rakyat Indonesia.

Masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,
adalah tujuan perjuangan kemerdekaan Indonesia, tujuan untuk mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan masalah
yang sudah lama menjadi perhatian bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia
mencantumkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan akhir, yang
digambarkan sebagai masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat yang adil dan
makmur merupakan wujud akhir dari cita-cita masyarakat Negara Indonesia. Hal
ini jelas dimaksudkan sebagai masyarakat yang mengandung sifat-sifat keadilan
dan kemakmuran yang lengkap yang mencakup keadilan hukum, ekonomi, politik,

sosial budaya, dan moral.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan melalui realisasi

prinsip keadilan dalam tiap-tiap aspek keadilan, yaitu seperti yang telah disebutkan
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sebelumnya yaitu hukum, ekonomi, politik, sosial budaya dan moral, yang
semuanya berkaitan erat. Konsep pembangunan Indonesia itu merupakan upaya
pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat
Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik
Indonesia tahun 1945, sehingga mampu menghadapi perkembangan perekonomian
yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang

semakin kompleks.

Sila kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
merupakan jiwa filosofis dari Pasal 33 UUD 1945. Ada prinsip yang kuat yang
diemban oleh sila kelima Pancasila terkait dengan konsep keadilan dalam
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Otensitas sila kelima
ditunjukkan dengan kesungguhan negara dalam melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia, berdasarkan persatuan sebagai usaha nyata
mewujudkan keadilan sosial. Keadilan merupakan kebijakan utama dalam institusi

sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.

Dengan demikian, adanya teori-teori ekonomi global yang telah menguasai
kehidupan luas, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika
ia tidak benar. Dengan demikian hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien
dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Keadilan tidak
tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya
hal yang mengijinkan penerimaan sitem yang salah adalah kerena tidak mampu
menjalani sistem ekonomi Pancasila yang merupakan sistem ekonomi yang terbaik

dalam konteks kehidupan di Indonesia.
5.2.2 Membangun Kembali Sistem Ekonomi Pancasila

Hampir tak disadari, masuknya kapitalisme neoliberal di Indonesia telah
mempengaruhi Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
Kapitalisme neoliberal adalah sistem ekonomi global yang telah berhasil
menguasai sebagian besar negara-negara di dunia. Sistem ekonomi tersebut
biasanya lebih sering ditemukan pada negara-negara berkembang, yang menjadi

target kaum kapitalis global. Sistem ekonomi tersebut hadir dalam berbagai bentuk
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kejahatan seperti eksploitatif, diskriminatif, praktik curang, manipulasi,

perampasan, manipulasi dan berbagai bentuk kejahatan lainnya.

Indonesia ialah negara yang menganut sistem ekonomi Pancasila atau lazim
disebut sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi Pancasila diyakini oleh para
pendiri bangsa Indonesia sebagai sebuah sistem yang mampu mewujudkan
keadilan dan kesejahteraan sosial. Sistem ekonomi Pancasila ialah sistem ekonomi
yang berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong dalam perwujudan
keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Kehadiran sistem ekonomi kapitalisme
neoliberal yang bekerja sama dengan pemerintah, secara tidak langsung telah
mengancam keberadaan Pancasila sebagai landasan perekonomian bangsa
Indonesia. Bahkan, kapitalisme neoliberal dapat menghilangkan nilai-nilai luhur

Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ekonomi Pancasila bukanlah sistem ekonomi baru. Sistem ekonomi
Pancasila merupakan sistem ekonomi negara Indonesia yang sudah ada sejak
negara Indonesia didirikan. Sistem ekonomi Pancasila didasarkan pada asas
kekeluargaan dan gotong royong. Hal ini seperti yang telah termaterai dalam UUD
1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai
sebuah usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan UUD 1945 Pasal 33
Ayat 4 yang berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perekonomian Indonesia mempunyai
tujuan mulia yang mengacu pada falsafah Pancasila yakni mengedepankan nilai
moralitas, etika, semangat gotong royong, kerjasama kekeluargaan, yang mampu
mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia.
Sistem ekonomi Pancasila selalu mengarah pada kekeluargaan dan keadilan pada

seluruh masyarakat.

Sistem ekonomi kapitalisme neoliberal mengabsahkan kesenjangan dan
penindasan terhadap masyarakat yang lemah, berbagai bentuk eksploitasi dan juga
menanamkan prinsip individualisme yang tinggi. Sedangkan, sistem ekonomi

Pancasila justru menghindarkan terjadinya penindasan dan eksplotasi, paham
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individualisme yang dapat merusak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
termasuk nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, penerepan
sistem ekonomi kapitalisme neoliberal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
di Indonesia ialah penghianatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila.

Berbagai fakta yang akhir-akhir ini dialami negara Indonesia, seperti fakta
sosial ekonomi berupa kesenjangan yang tinggi antara orang-orang super kaya dan
rakyat biasa; penindasan yang terjadi oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan
kepada masyarakat biasa; ketimpangan ekonomi, yakni tidak meratanya
pembangunan di Indonesia; praktik diskriminasi yang dilakukan pemerintah yang
melakukan pembangunan yang berkonsentrasi pada daerah-daerah Jawa;
penghancuran lahan-lahan pertanian warga demi korporasi yang menguntungkan
para elit kapitalisme dan rekannya yakni pemerintah; dan masih banyak lagi
tindakan ketidak-adilan yang dilakukan oleh para elit dan pemerintah, sebagai

konsekuensi dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal.

Melihat realitas bangsa Indonesia yang sangat memprihatinkan tersebut,
salah satu upaya yang perlu dilakukan ialah melakukan revolusi total menuju sistem
ekonomi Pancasila. Pemerintah harus berani, mandiri dan bertanggung jawab
mengambil jalan keluar untuk membuat kebijakan yang bebas dari unsur-unsur
kapitalis. Pemerintah tidak perlu lagi bergantung pada kaum kapitalis asing.
Pemerintah harus membuat kebijakan yang benar-benar berorientasi pada
kesejahteraan rakyat, dan membuat implikasi nyata atas kebijakan-kebijakan
tersebut.

Dengan demikian, revolusi total menuju sistem ekonomi Pancasila, cita-cita
seluruh rakyat yang dibangun sejak terbentuknya negara Indonesia dapat terwujud.
Cita-cita seluruh rakyat Indonesia tersebut telah terkristal dalam Pancasila yang
berpuncak pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama seluruh rakyat

Indonesia.
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